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RENSTRA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allsh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas
tersusunnya Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo Tahun
2017-2022. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran
yang akan dicapai, beseria- strategi dan kebijakan yang dituangkan &alam program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Di dalamnya juga berisi
sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sehingga dilaksanakan secara
terencana dan berorientasi hasil. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022 dan befsifat indikatif. Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun
2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA.

Dalam penyusunannya, Renstra SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang
memuat beberapa runtutan substansi diantaranya pendahuluan, gambaran pelayanan
Perangkat Daerah, Permasatahan, isu strategis Perangkat Daerah, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif. indikator
kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta penutup. Selanjuinya, Renstra
SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 akan menjadi sistem
kendali di dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan seiama kurun
waktu 5 (lima) tahun yang di turunkan kemudian di dalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu
kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten
Tebo Tahun 2017-2022. Semoga ke depan dokumen yang sudah tersusun tersebut dapat
menjadi landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di
Kabupaten Tebo. .
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PENDAHULUAN

11. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah Hharus memiliki Rencana
| Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra
Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Ménengah Daerah
(RPJMD) dan bersifat indikatjf.

Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo sudah mulai
melakukan penyusunan rancang;n awal Renstra Perangkat Daerah sejak dimulainya
penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Adapun
fungsi dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praia ( SATPOL PR ) Kabupaten Tebo
adalah untuk mengkiarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan RPJMD
Kabupaten Tebo, kemudian menterjemahkannya secara strategis sistematis dan terpadu
kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja
( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo serta tolok ukur pencapaiannya.

Proses Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP )
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia tNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evajuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Pangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan
Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo adaiah sebagai berikut: (1)
persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan:
{4) pelaksanaan forum Perangkat Daerahflintas Perangkat Daerah; (5) perumusan
rancangan akhir; dan (6) penetapan,

Dalam penyusunannya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP )
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 telah berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Waki

PENDAHULUAN [T
ENDAHULUA m%ﬂ%%

e



TAHUN
2017-2022

i

Bupati Kabupaten Tebo yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017. RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022
menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo Tahun 2017-
2022. Seluruh program dalam P\?enstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP )
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 mempedomani program prioritas dalam RPJMD
Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan memperianggung
jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah maka Renstra Satuan Polisi
Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 merupakan bagian
yang fidak terpisahkan dari Rensira Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2015-2019 dan
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Tahun
2016-2021. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo
Tahun 2017-2022 menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat atau faktor-faktor
yang menjadi pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPQOL PP )
Kabupaten Tebo yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra
Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jambi. Selain itu Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 juga
mempunyai keterkaitan yang erat dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja { SATPOL
PP ) Kabupaten Tebo. Renja Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten
Tebo merupakan implementasi perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan
dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja { SATPOL PP ) Kabupaten Tebo Tahun
2017-2022 kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten

Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
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11.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabuhg Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negaré Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomior 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 nghun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negan;a Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemeriniah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Minimai (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemt_en'ntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan" Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815); |

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4817, '

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan; :
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019; '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri' Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah:
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22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 201 3-2033;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun 2016-
2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; '

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033; dan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2016 Nomor 8).

1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan

pembangunan dalam kerangka pencapaian visi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Tebo dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi

Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya Bupati Tebo dan Wakil Bupati Tebo terpilih

periode 2017-2022, serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

Adapun Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Satuan Palisi
Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Tebo dalam menyusun program dan
kegiatan selama kurun waktu lima tahun:

2. Memudahkan selyruh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP )
Kabupaten Tebo dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan
kegiatan:;

3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana
program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten
Tebo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan
didaerah;

4. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan
Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo terutama terkait
monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan: dan
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5. Memberikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja Satuan Poljsj Pamong
Praja ( SATPOL PP ) Kabu?aten Tebo yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan
sebagai tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman perencanaan

kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo kurun waktu tahun 2017-

2022 dalam meningkatkan pelayanan ‘kepada masyarakat dalam permasaiahan

penegakan Peraturan Daerah, Penye!eng;garaan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat serta Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat. Tujuan yang imgim

dicapai dari penyusunan Renstra Satuan Pofisi Pamong Praja ( SATPOL Pp )

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
( SATPOL PP ) Kabupatén Tebo sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya:

2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah; dan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, maka sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL
PP ) Kabupaten Tebo Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

BAB [. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang -
1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4  Sistematika Penulisan

BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEBO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja { SATPOL
PP ) KabupatenTebo _

2.2  Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP } KabupatenTebo
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21.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA

Kabupaten Tebo

Dalam rangka membanty penyelengaraan urusan Kepala Daerah dibidang
penegakan PERDA/PERKADA unsur utam;a sebagai pelaksana dilapangan adalah
Pemerintah Daerah, yang mana dalam hal"ini tugas tersebut di embankan kepada
Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan dalam penegakan dan penindakan Perda
pada Satuan Polis Pamong Praja terdapat Pejabat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri
Sipil) yang memliki hak dan kewenangan sebagai penegakan Perda dimaksud yang
telah diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tebo miényelenggarakan fungsi yang diatur dalam pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Poljsj Pamong Praja yang
diamanatkan sebagai berikut:

1. Penyusunan pProgram dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman Mmasyarakat serta perindungan Mmasyarakat;
Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umm dan ketentraman
masyarakat didaerah;

4.  Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat:

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah,
penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur
lainnya; '

6. Pengawasan terhadap, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati
Perda dan Peraturan Kepala Daerah: dan

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
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SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo dipimpin oleh Kepala
Badan yang membawahkan: A
1. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:
a. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
b. subbagian umum, kepegawaian dan aset.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan 2 (dua)
Seksi terdiri dari:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian;dan
b. Seksi ketertiban umum
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a. Seksi Penegakan dan penindakan:dan
b. Seksi hubungan antar lembaga.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a. Seksi data dan Informasi:dan
b. Seksi pelatihan dan mobilisasi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo
adalah sebagai berikut:

1. Kepala SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kepala Satuan mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

serta menyelenggarakan perindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya,

Kepala Satuan menyelenggarakan fuggsi:

a. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, serta menyelenggarakan pedindungan masyarakat; .

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati: )
pengoordinasian penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah;

d. pengoordinasian penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;

€. pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati,serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, dengn Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Aparatur Sipil Negara, instansi terkait dan/atau aparatur lainnya;
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f.  penyusunan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

g. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati:dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipim'pin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Sekretariat
mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: ’
a. pengoordinasian penyusunan réncana, program, anggaran Satuan Polis Pamong

Praja;

b. pembinaan dan pemberian dulf_ungan administrasi yang meliputi ketatusahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi: '
Pembinaan dan penataan organisasi dan tata iaksana:
Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

"o a0

fungsinya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang
ini mempunai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan dan penyuluhan
ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan
pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan
pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat
serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan bahan-bahan/meteri serta peraturan perundang-undangan yang

diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
b. penyusunan rencqna‘operésional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat:

GAMEBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEBO

A TAHUN
R 2017-2022




B TAHUN
B4 . 2017-2022°

C. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk

rasafkerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah:
d. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
-~ €. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban
umum dan ketentrathan masyarakat: '

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.‘

4. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang ini
mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam penyelenggaraan penegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta koordinasi dengan Penyidik Pegawai

Aparatur Sipil Negara ( PPASN ) dan instansi terkait di bidang penegakkan produk

hukum daerah Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penegakkan Peraturan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan bahan-bahan/meteri serta peraturan perundang-undangan yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas;

b. penyusunan rencana program penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati:

C. pelaksanaan koordinasi antar lembagafinstansi terkait dalam rangka pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati lainnya:

d. penyusunan pembentukan sekretariat Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara
( PPASN );

€. pelakasanaan pembinaan Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara ( PPASN )
bekerjasama dengan instansi terkait;

f. pelaksanaan pengawasan peraturan Daerah;

g. penyusunan berkas penyelidikan dan penyidikkan penegakkan Daerah;

h. pelaksanaan monitori}ng dan evaluasi hasil penyelidikan dan penyidikkan atas
pelanggaran peraturan Daerah: '

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, koordinasi antar lembaga dan pembinaan
Penyidik Pegawai Aparatur Sipil Negara ( PPASN ) serta penyelidikan dan

penyidikkan penegakkan Daerah:;
j. 'pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Perlindungan Masyarkat

Bidang Perlindungan Masyarkat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, Bidang ini mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam penyelenggaraan koordinasi dan
pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan
sosial kemasyarakatan, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah serta
penyebarluasan informasi petlindungan HAM. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang
Perlindungan Masyarkat fungsi:

@. pengumpulan bahan-bahan/meteri serta peraturan perundang-undangan yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas;

b. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan
masyarakat,kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerash serta penyebarluasan
informasi perlindungan HAM;

C. penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan
kenyamanan lingkungan, kewaspadaan dini, Péngamanan dan penertiban
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah;

d. penyusunan program  dan koordinasi mobilisasi dalam kewaspadaan dini,

' Péngamanan dan penertiban penyelenggaraan pernilihan unium dan pemilihan
umum kepala Daergh;

€. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini,
pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan
. umum kepala Daerah; ' i |

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

perlindungan masyarakat: dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesyai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi SATUAN POLIS| PAMONG
PRAJA Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

-
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Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Paljsi Pamong Praja { SATPOL PP )
Kabupaten Tebo Tahun 2018
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2.2.  Sumber Daya SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo
2.21. Sumber Daya Aparatur

Jumiah sumber daya apara(tur SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten
Tebo keadaan sampai Tahun 2017 adalah sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) orang
berdasarkan Pangkat/Golongan, Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan, Eselon
dan Tingkat Penjenjangan yang tergambar pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Aparatur SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan Sampai Tahun 2017

) x e , o

i R S
BT s PR " Aoy e e B i it
AT i B it )

%l R

Jumlah 115 -(4(17) 3| 3] 2 2 2 1 1 - 150

Tabel 2.2

Jumlah Sumber Daya Aparatur SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA
Kabupaten Tebo Berdasarkan Status Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan Sampai
Tahun 2017 '

102 13 150

Tabel 2.3

Jumlah Sumber Daya Aparatur SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA
Kabupaten Tebo yang Mengikuti Pendidikan Struktural berdasarkan Jabatan dan
: «__ Eselon Sampai Tahun-2016

e,

2 llla 1 1 1

3 iMb 3 2 3

4 IVa 3 1
JUMLAH
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